
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri garam nasional. Meskipun
demikian, untuk memenuhi kebutuhan garam, terutama bagi sektor industri, Indonesia  masih
mengandalkan impor. Pada tahun 2024, produksi garam nasional mencapai sekitar 2,04 juta
ton garam, melampaui target 2 juta ton. Sementara itu, produksi garam konsumsi pada tahun
2025 ditargetkan meningkat menjadi 2,25 juta ton, dengan stok cadangan 836 ribu ton. Jumlah
ini diperkirakan mampu memenuhi sekitar 63 persen dari total kebutuhan nasional.

Kebutuhan nasional garam diperkirakan mencapai 4,9 hingga 5 juta ton, dengan lebih dari 3
juta ton digunakan oleh sektor industri. Industri pangan, farmasi, dan Chlor Alkali Plant (CAP)
merupakan pengguna utama garam berkualitas tinggi. Garam yang diproduksi dalam negeri
harus memenuhi standar SNI 8207:2016, yakni memiliki kadar Natrium Klorida (NaCl) di atas 97
persen dan kadar air maksimal 0,5 persen. Saat ini, kualitas dan kuantitas produksi domestik
masih terbatas, sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri dan
menyebabkan ketergantungan terhadap impor.

Ketimpangan antara kapasitas produksi nasional dan kebutuhan industri menjadi faktor utama
yang mendorong ketergantungan Indonesia terhadap impor garam. Meskipun  produksi garam
nasional menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, gap antara pasokan dan
permintaan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Untuk itu, pemerintah menetapkan
target swasembada garam pada 2027 melalui sejumlah kebijakan dan strategi  penguatan.

Pemerintah Indonesia menetapkan target swasembada garam pada 2027 sebagai bagian dari
upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan maritim nasional. Melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional,
strategi utama yang diterapkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi produksi garam, diikuti
dengan pembangunan pabrik pengolahan garam berteknologi tinggi untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas produksi.

Salah satu langkah strategis  adalah pengembangan tambak garam melalui ekstensifikasi lahan
baru di wilayah potensial. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih sebagai wilayah
percontohan karena memiliki iklim panas dan stabil, yang ideal untuk menghasilkan garam
berkualitas tinggi. Pemerintah menargetkan pembukaan lahan seluas 2.500 hektare di wilayah
ini. Metode produksi yang digunakan tetap bersifat konvensional, tetapi disertai dengan  
mekanisasi proses panen untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas produk.

Sebagai bagian dari program hilirisasi, pemerintah juga merencanakan pembangunan pabrik
pengolahan garam berteknologi tinggi di NTT. Fasilitas ini ditujukan untuk menghasilkan garam
dengan kadar NaCl tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan
mengurangi ketergantungan terhadap impor. 

Seluruh langkah ini dijalankan secara terkoordinasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, BUMN, dan pelaku usaha. Pelaksanaannya juga mengacu pada kebijakan pangan
nasilaa
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MEWUJUDKAN SWASEMBADA
GARAM NASIONAL 2027



Upaya mencapai swasembada garam masih menghadapi sejumlah tantangan
dalam aspek  kualitas, kuantitas, dan pengelolaan rantai pasok. DPR RI, khususnya
Komisi IV, memiliki peran strategis melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan
penganggaran. Komisi IV DPR RI dapat mengawasi pelaksanaan program yang
mendukung swasembada garam, baik yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan
dan Perikanan maupun Kementerian Perindustrian. Pengawasan termasuk
terhadap evaluasi produksi dan distribusi garam rakyat. Selain itu, penting
memastikan bahwa kebijakan pemerintah mendukung penguatan garam rakyat
melalui pembangunan  infrastruktur tambak, penerapan teknologi produksi,  
peningkatan akses pasar, dan pembiayaan. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR
RI perlu menjamin anggaran untuk program penguatan garam nasional
dialokasikan tepat sasaran serta mendorong sinergi antarkementerian agar
kebijakan tidak  tumpang tindih. Pendekatan  ini penting untuk mendukung
keberlanjutan program swasembada garam dan peningkatan kesejahteraan
petambak garam.
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nasional, antara lain, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan
Pangan Pemerintah. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan
pasokan garam, sekaligus meningkatkan daya saing industri pengolahan garam dalam negeri.

Dalam rangka mencapai target swasembada garam nasional tahun 2027, sejumlah langkah
strategis perlu diperkuat secara terintegrasi. Pertama, optimalisasi dan perluasan lahan
produksi garam dengan memanfaatkan  teknologi modern guna meningkatkan volume dan
kualitas hasil. Kedua, penguatan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan, akses
transportasi, dan fasilitas pengolahan untuk menjamin efisiensi rantai pasok. Ketiga, sinkronisasi
kebijakan lintas sektor antara kementerian dan pemerintah daerah agar tata kelola produksi
serta distribusi garam berjalan selaras. Keempat, pemberdayaan petambak garam melalui
pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, dan pelindungan harga jual untuk meningkatkan
kesejahteraan dan daya saing mereka. Kelima, pembangunan sistem monitoring dan evaluasi
berbasis data guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program
swasembada garam.
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